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RP 9,79 T DISIAPKAN BUAT GENJOT INFRASTRUKTUR PAPUA & PAPUA 

BARAT 

 

Foto: Arief Budi Mulyanto, birokompu kementerian PUPR 

Pemerintah terus menggenjot pembangunan di Indonesia timur terutama Papua dan 

Papua Barat. Pada tahun anggaran 2021 ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (PUPR) mengalokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur Papua dan Papua 

Barat hingga Rp 9,79 triliun. 

Anggaran sebesar itu dibagi untuk Provinsi Papua sebesar Rp 6,12 triliun yang akan 

digunakan untuk bidang SDA sebesar Rp 670 miliar, jalan dan jembatan Rp 4,46 triliun, 

permukiman Rp 650 miliar dan perumahan Rp 330 miliar. 

Sementara untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp 3,67 triliun yang digunakan untuk 

bidang SDA Rp 600 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,54 triliun, permukiman Rp 320 miliar dan 

perumahan Rp 200 miliar. 

"Hal ini sesuai dengan amanat Inpres No.9 Tahun 2020," ujar Menteri PUPR Basuki 

Hadimuljono dikutip dari situs Kementerian PUPR, Sabtu (3/4/2021). 

Tujuannya adalah untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks 

kemahalan dan pemerataan pembangunan infrastruktur. 

Lebih lanjut Basuki menjelaskan 4 program yang akan dijalankannya demi 

mewujudkan infrastruktur yang andal sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi di Provinsi 

Papua dan Papua Barat. Pertama, pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

https://www.detik.com/tag/papua
https://www.detik.com/tag/papua
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Kedua, dukungan afirmatif pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat 

Papua. Ketiga, pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT). Keempat, pemenuhan 

kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur PUPR. 

"Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dilakukan dengan membuka 

keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun 

multimoda. Di antaranya telah kami bangun Jalan Trans Papua 3.534 km, Jalan Perbatasan 

Papua 1.098 km dan Jembatan Youtefa 1,3 km," ucapnya. 

Selanjutnya untuk dukungan pengembangan kapasitas SDM, Kementerian PUPR 

melaksanakan pelatihan SDM jasa konstruksi yang melibatkan mitra kerja asli Papua dan 

Papua Barat. Selain itu, Kementerian PUPR juga memberdayakan pelaku usaha lokal dengan 

tender terbatas untuk paket pekerjaan konstruksi harga perkiraan sendiri (HPS) antara Rp 1 - 

2,5 miliar. 

Sementara untuk pengembangan SDM internal Kementerian PUPR di balai-balai teknis 

yang berada di Papua dan Papua Barat sudah diisi oleh putra daerah asli sebagai Kepala Balai, 

Kepala Satker maupun PPK. 

Program ketiga yakni pelaksanaan PKT untuk mendistribusikan pendapatan bagi 

masyarakat Papua dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional akibat PAndemi COVID-19. 

Pada TA 2021 terdapat peningkatan anggaran PKT dari tahun sebelumnya, yakni dari Rp 671 

miliar menjadi 731 miliar. Anggaran ini digunakan untuk 19 kegiatan yang akan menyerap 

27.967 tenaga kerja. 

Program keempat yakni pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan 

infrastruktur bidang PUPR di antaranya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) 

Terpadu di Skouw (Jayapura) dan Sota (Merauke), pembangunan infrastruktur dukungan 

penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX serta pembangunan rumah khusus, air 

bersih, jalan lingkungan, dan jembatan gantung di Kabupaten Asmat, Mappi dan Mamberamo 

Raya. 

Kementerian PUPR berharap dengan komitmen yang berkesinambungan tersebut, 

pihaknya dapat turut memberikan solusi dan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan dan 

memajukan masyarakat Papua. 

"Kami akan betul-betul memperhatikan tata kelola dalam pelaksanaannya, agar tepat 

mutu, tepat sasaran dan tepat administrasi," imbuhnya. 

Sumber Berita : 

1. https://finance.detik.com/, Rp 9,79 T Disiapkan buat Genjot Infrastruktur Papua & 

Papua Barat, 3 April 2021; 

https://www.detik.com/tag/papua
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2. https://nasional.kontan.co.id/, Genjot pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua 

Barat, PUPR susun empat program, 31 Maret 2021. 

Catatan : 

 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan 

Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat: 

1. Diktum KESATU yang berbunyi “Mengambil langkah-langkah dan melakukan 

pengawalan yang bersifat terobosan, terpadu, tepat, fokus, dan sinergi sesuai tugas, 

fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk 

mempercepat pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua 

Barat.”; 

2. Diktum KEEMPAT, angka 3, huruf a yang berbunyi “ Menteri Keuangan bersama-

sama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional I Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional mengalokasikan anggaran Rencana Aksi 

Tahunan yang bersumber dari belanja kementerian/lembaga, belanja 

nonkementerian/lembaga, transfer ke daerah, dan dana desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan”; 

3. Diktum KEEMPAT, angka 5, huruf b yang berbunyi “ Menteri Dalam Negeri 

bersama-sama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengoordinasikan 

evaluasi secara menyeluruh terkait tata kelola, pemanfaatan, dan penyaluran dana 

otonomi khusus, memastikan kerangka kebijakan baru tata kelola dana otonomi 

khusus serta mernastikan sinkronisasi kebijakan pemerintah 

provinsi/kabupaten/kota dengan Prioritas Pembangunan Nasional”; 

4. Diktum KEEMPAT, angka 5, huruf c yang berbunyi “ Menteri Dalam Negeri untuk 

penataan Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2OOl tentang Otonomi Khusus bagi 

Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2OOl tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang”; 

5. Diktum KEEMPAT, angka 15, huruf a yang berbunyi “Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendukung Pemerintah 

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam mempercepat pembangunan 

kampung dan kawasan perdesaan yang mempertimbangkan kearifan lokal di 

wilayah terpencil, tertinggal, pedalaman, pulau-pulau terluar, perbatasan negara 

dan pegunungan yang sulit dijangkau”; 

6. Diktum KEEMPAT, angka 23, huruf b yang berbunyi “Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat meningkatkan penyediaan perumahan dan permukiman 

yang layak, aman, dan terjangkau sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah dalam 
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kerangka Major Project RPJMN Tahun 2O2O-2O24 serta melakukan 

pendampingan perencanaan teknis penyediaan perumahan dan permukiman yang 

layak, aman dan terjangkau sesuai kebutuhan dan karakteristik lokal kepada 

pemerintah daerah”; 

7. Diktum KEEMPAT, angka 23, huruf I yang berbunyi “meningkatkan peran serta 

pengusaha OAP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2OI9 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan 

di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat”; 

 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 

2021: 

1. Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang 

ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

2. Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan 

pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang 

bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, 

dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi 

kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

3. Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan 

Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli 

kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah 

perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan 

pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

4. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk memberi acuan: a. Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan 

Pemerintah Desa dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilisasi keuangan 

negara dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem 

perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan; b. Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam 

pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi 

Prioritas Penggunaan Dana Desa; c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan 

Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa 

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring 
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dan evaluasi status perkembangan Desa; dan d. Pemerintah Desa dalam menetapkan 

Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa. 

5. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip: a. kemanusiaan; b. keadilan; 

c. kebhinekaan; d. keseimbangan alam; dan e. kepentingan nasional. 

6. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Pelaksanaan program dan/atau kegiatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan 

mendayagunakan sumber daya local Desa. 

7. Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa. 

8. Pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa Pendanaan Padat Karya Tunai Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 

50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa. 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara 

Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau 

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau 

Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional: 

1. Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang 

selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan 

perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara 

yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang 

membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta 

penyelamatan ekonomi nasional. 

2. PAsal 21A menjelaskan bahwa Dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan Program 

PEN, pejabat perbendaharaan dan pejabat yang mengelola Program PEN 

melaksanakan penyaluran dana dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Program PEN. 


